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Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Magelang
The Effect of Modernization of the Tax Administration System against





Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis modernisasi sistem
administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Penelitian ini menggunakan
data primer berupa kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner kepada 100 responden yang merupakan Wajib Pajak Badan yang
melakukan aktivitas perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.
Alat yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah Partial Least
Square (PLS) dan menggunakan software SmartPLS 3.2.6. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri atas
variabel struktur organisasi, variabel prosedur organisasi, variabel strategi
organisasi, dan variabel budaya organisasi berpengaruh positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT.
Kata kunci: administrasi perpajakan modern, kepatuhan, e-SPT.
This research aims to examine and analyze the effect of modernization of tax
administration system on taxpayer compliance in e-SPT Reporting at Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Magelang. This study uses primary data in the form of
questionnaires. Data was collected by distributing questionnaires to 100
respondents which is a corporate taxpayers conducting taxation activities in the
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Statistic tool used to analyze this
research data is Partial Least Square (PLS) and using SmartPLS 3.2.6 software.
The results showed that modernization of tax administration system consisting of
organization structure variable, organizational procedures variable, organizational
strategy variable, and organizational culture variable have positive effect on
taxpayer compliance in e-SPT reporting.
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Salah satu dari tujuan nasional bangsa Indonesia sesuai dengan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan
tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pembangunan
nasional. Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan
merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan
negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Untuk dapat
mewujudkan pembangunan nasional, pembiayaan merupakan faktor penting yang
dapat mempengaruhi kesuksesan pembangunan nasional. Pembiayaan yang
digunakan dalam mewujudkan pembangunan nasional antara lain dituangkan ke
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk memenuhi kebutuhan dana sesuai dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, pemerintah mengandalkan penerimaan negara, yang terdiri
dari tiga sumber, antara lain penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan
pajak, dan penerimaan hibah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan
bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib
Pajak pribadi maupun badan (Mardiasmo, 2013:1).
2Pajak mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan
utama negara untuk membiayai pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara,
termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal
tersebut, maka pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair),
dan fungsi mengatur (regulerend). Fungsi anggaran (budgetair) berarti pajak
sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur (regulerend) berarti pajak sebagai
alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2013:1-2).
Pemerintah berharap peneriman dari sektor perpajak akan semakin
meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pajak telah menjadi sumber
penerimaan utama dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah
melalui Direktorat Jederal Pajak (DJP) yang merupakan unit eselon I (satu) di
bawah Kementerian Keuangan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan
negara dari sektor perpajakan sesuai dengan tugas dan fungsinya pokoknya.
Tugas dari Direktorat Jederal Pajak antara lain sebagai berikut menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sedangkan fungsi dari Direktorat Jederal Pajak
adalah: (1) perumusan kebijakan di bidang perpajakan, (2) pelaksanaan kebijakan
di bidang perpajakan, (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang perpajakan, (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perpajakan, (5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
perpajakan (6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan (7)
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
3Dalam prosesnya, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan banyak
perbaikan pada sektor pelayanan melalui program perubahan (change program),
penegakan hukum, dan memprioritaskan pelaksanaan kode etik yang lebih baik,
agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perbaikan
telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan melalui Reformasi
Perpajakan. Reformasi Perpajakan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama
dari Reformasi Perpajakan dilakukan antara tahun 2002 sampai dengan tahun
2009. Pada periode tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan dua buah
perubahan mendasar. Perubahan pertama adalah dengan adanya Reformasi
Administrasi yang meliputi restrukturisasi organisasi, perbaikan proses bisnis, dan
penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia. Sedangkan yang
kedua dilakukan Reformasi Kebijakan, yaitu dengan amandemen atas beberapa
undang-undang perpajakan dan juga pemberian stimulus fiskal.
Tahap kedua dari Reformasi Perpajakan dilakukan antara tahun 2009
sampai dengan tahun 2012. Pada tahap ini, perubahan yang dilakukan Direktorat
Jenderal Pajak difokuskan kepada pengembangan sumber daya manusia dan
penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Pengelolaan
terhadap sumber daya manusia itu sendiri merupakan sebuah perubahan
subtansial dan belum pernah dijalankan pada perubahan sebelumnya.
Salah satu langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui
Reformasi Perpajakan yaitu dengan mengganti official assessment system
menjadi self assessment system. Self assessment system adalah suatu sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk
menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2013:7-8). Self
assessment system menuntut adanya peran aktif dari Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Di dalam self assessment system, Wajib
4Pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sehingga sangat diperlukan
kejujuran dari Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutang dan harus dibayar
melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Akan tetapi, pelaporan pajak terutang melalui
Surat Pemberitahuan secara manual dianggap memiliki kelemahan, khususnya
bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dalam jumlah yang besar, di mana
Wajib Pajak harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah yang cukup
besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data
memerlukan waktu yang cukup lama sehingga pelaporan Surat Pemberitahuan
menjadi tertunda dan terlambat serta mengakibatkan adanya denda yang harus
dibayar Wajib Pajak, selain itu permasalahan lainnya yang sering muncul adalah
para Wajib Pajak harus menunggu giliran antrian untuk melaporkan Surat
Pemberitahuan, hal tersebut menjadi tidak efisien, karena dapat membutuhkan
waktu yang cukup lama. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem
pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik, atau biasa disebut dengan e-
SPT. Adanya e-SPT diharapkan memberikan kemudahan pada Wajib Pajak dalam
melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan.
Keberhasilan yang sudah dicapai berkat Reformasi Perpajakan antara lain
dengan adanya peningkatan peran serta masyarakat melalui peningkatan angka
perbandingan jumlahWajib Pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah penduduk
(coverage ratio) dan angka perbandingan jumlah penerimaan pajak dibandingkan
dengan jumlah Pendapatan Nasional Kotor (Product Domestic Bruto/PDB),
maupun peningkatan angka tingkat kepatuhan melalui jumlah penerimaan Surat
Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Namun
angka pertumbuhan Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan tersebut belum sesuai
dengan harapan, karena masih jauh dari potensi yang sebenarnya masih bisa
5diraih. Rendahnya realisasi penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut.














2011 878,6 triliun 873,8 triliun 99,45%
2012 1.011,7 triliun 980,2 triliun 96,88%
2013 1.139,3 triliun 1.040,3 triliun 91,31%
2014 1.246,0 triliun 1.143,0 triliun 91,70%
2015 1.489,3 triliun 1.235,8 triliun 82,98%
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diolah)
Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari
kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan
kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran
pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan
menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan
upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang
mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pada
dasarnya, kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi administrasi
perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. Perbaikan administrasi
perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam
pelaporan Surat Pemberitahuan. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut.















2011 18.640.757 17.694.317 8.180.963 46,24%
2012 22.030.583 17.659.278 9.237.948 52,31%
2013 24.347.763 17.731.736 9.966.834 56,21%
2014 27.379.256 18.357.833 10.852.304 59,16%
2015 30.044.103 18.159.840 10.972.529 60,42%
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diolah)
6Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan di atas, peneliti tertarik
untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai Kepatuhan Wajib Pajak
dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dengan mengambil judul:
“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap
KepatuhanWajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Magelang”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah modernisasi sistem
administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam
Pelaporan e-SPT?
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem
administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.
1.4 Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoretis
Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut.
a. Akademisi, sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan,
khususnya di bidang perpajakan terkait modernisasi sistem
administrasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan
e-SPT.
7b. Peneliti, sebagi referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi untuk
menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat digunakan
sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran
langsung tentang bagaimana penerapan modernisasi sistem administrasi
perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT. Dilihat dari
sudut pandang instansi, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai
sistem administrasi perpajakan yang diterapkan saat ini guna memberikan
pelayanan yang lebih baik di kemudian hari.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Magelang dan hanya membahas mengenai
modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap
kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi karya ilmiah sesuai dengan Pedoman
Penelitian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dibagi
dalam lima bab dan didalam tiap bab dibagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian
masing-masing bab adalah sebagai berikut.
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.
8Bab II Tinjauan Pustaka
Bab ini berisi tinjauan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian
dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah
dirumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian terdahulu,
kerangka pemikiran, dan hipotesis.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini membahas mengenai metode penelitian atau langkah-langkah apa
saja yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi objek penelitian,
rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi
operasional, instrumen penelitian, dan analisis data yang digunakan.
Bab IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini menguraikan tentang deskripsi data, uji kualitas data, uji regresi
linear, pengujian hipotesis, serta pembahasan mengenai hasil penelitian.
Bab V Penutup
Bab ini berisi kesimpulan akhir penelitian, saran yang dapat dijadikan




2.1 Tinjauan Teori dan Konsep
2.1.1 Teori Atribusi
Teori atribusi menurut Ikhsan dan Ishak (2005:55) merupakan suatu proses
untuk menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku
seseorang. Teori ini ingin menjelaskan tentang perilaku seseorang terhadap
peristiwa di sekitarnya dan mengetahui alasan-alasan melakukan perilaku seperti
itu. Teori atribusi yang dikemukakan oleh Robbins (2006:172) menjelaskan
perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal.
Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada
di bawah kendali atau berasal dari dalam diri individu seperti ciri kepribadian,
motivasi atau kemampuan. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah
perilaku yang diyakini sebagai hasil dari sebab-sebab luar atau berasal dari luar
diri individu seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.
Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2006:47)
tergantung pada tiga faktor antara lain sebagai berikut.
1. Kekhususan (Kesendirian atau Distinctiveness), artinya seseorang akan
mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi
yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak
biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan
memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika
hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.
2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan
dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila
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konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika
konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.
3. Konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain
dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu,
orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal,
dan sebaliknya.
Perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak
sesuai dengan teori atribusi dapat ditentukan dari kekuatan internal berupa
persepsi serta pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan yang ada di
Indonesia. Kekuatan eksternal dapat dilihat dari penerapan modernisasi sistem
administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam
memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.
2.1.2 Definisi Pajak
Definisi Pajak menurut Soemitro (1990:5) adalah sebagai berikut.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.
Definisi pajak menurut Waluyo (2008:2) adalah sebagai berikut.
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat presentasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut Muljono (2010:3), pajak mengandung berbagai pengertian yang
hampir sama antara lain sebagai berikut.
1. Iuran atau kontribusi.
2. Dari rakyat atau dari Wajib Pajak kepada negara.
3. Terutang atau dibayar orang pribadi atau badan.
4. Memaksa atau wajib berdasarkan undang-undang.
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5. Tidak mendapat imbalan langsung atau mendapat imbalan tidak
langsung.
6. Untuk keperluan negara atau kemakmuran rakyat.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Menjadi Undang, pasal 1 angka 1 menjelaskan sebagai berikut.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Atas dasar beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan diatas, maka
peneliti menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat yang diatur oleh
undang-undang, memiliki dampak yang tidak langsung, dan digunakan untuk
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak akan sangat
membantu pembangunan serta perekonomian negara.
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak
Pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya
menurut Mardiasmo (2013:5-6) antara lain sebagai berikut.
1. Menurut golongannya
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri olehWajib Pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
12
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas.
a) Pajak Propinsi
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor.
b) Pajak Kabupaten/Kota
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
2.1.4 Subjek dan Objek Pajak
1. Subjek Pajak
Subjek pemungutan pajak menurut Waluyo, (2008:57) antara lain sebagai
berikut.
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a. Orang Pribadi, sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau
berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek
pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli
waris.
c. Badan, sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi
PT, CV, Perseroan lainnya, serta BUMS dan bentuk usaha apapun.
d. Bentuk Usaha Tetap, bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi
yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak
lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
2. Objek Pajak
Objek pajak menurut Waluyo (2008:66) antara lain sebagai berikut.
a. Penghasilan
b. Laba usaha
c. Hadiah dari undian atau pekerjaan
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
e. Deviden
2.1.5 Fungsi Pajak
Terdapat 2 (dua) fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1-2) antara lain
sebagai berikut.
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1. Fungsi anggaran (budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hidup konsumtif.
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk
Indonesia di pasaran dunia.
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak
Syarat pemungut pajak menurut Mardiasmo (2013:2) antara lain sebagai
berikut.
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan
banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
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2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
maupun warga negaranya.
3. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
2.1.7 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak
Teori yang mendukung pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:3-4)
antara lain sebagai berikut.
1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.
Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai
suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar
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kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus
dibayar.
3. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur
daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, antara lain sebagai berikut.
a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan
yang dimiliki oleh seseorang.
b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil
yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu
menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat
untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya
kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih
diutamakan.
2.1.8 Asas-Asas Pemungutan Pajak
Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:7), antara lain sebagai
berikut.
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1. Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam
negeri.
2. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
2.1.9 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo
(2013:7) antara lain sebagai berikut.
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak. Ciri-ciri oficial assessment system antara lain sebagai berikut.
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
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2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-
ciri self assessment system antara lain sebagai berikut.
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
Wajib Pajak sendiri.
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri
with holding system antara adalah wewenang menentukan besarnya pajak
yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
2.1.10 Reformasi Perpajakan
Menurut Nasucha (2004:65), reformasi perpajakan adalah perubahan yang
mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang
menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan menengah
dengan tujuan antara lain sebagai berikut.
1. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi.
2. Kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.
Sebagaimana kondisi masyarakat yang selalu berubah dan tuntutan
adanya reformasi disemua bidang, kondisi dan situasi yang terjadi di dalam proses
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pemberian pelayanan maupun penerapan administrasi kepada Wajib Pajak juga
mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Saat ini Wajib Pajak sudah cukup kritis
dalam melihat setiap perubahan kebijkan pemerintah terutama dalam bidang
fiskal. Kondisi ini mengharuskan Direktorat Jendral Perpajakan untuk melakukan
reformasi di bidang perpajakan. Menurut Gunadi (2006:6), reformasi perpajakan
meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (tax policy) yaitu regulasi atau
peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi
administrasi perpajakan. Sebagaimana yang menjadi sasaran sejak tahun 2002,
bahwa reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan
dilakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama secara langsung menyentuh
pilar perpajakan antara lain sebagai berikut.
1. Bidang administrasi, yaitu melalui modernisasi administrasi perpajakan.
2. Bidang peraturan, yaitu dengan melakukan amandemen terhadap Undang-
Undang Perpajakan.
3. Bidang pengawasan, yaitu dengan membangun bank data perpajakan
nasional.
2.1.11 Administrasi Perpajakan
Menurut Lumbantoruan (1997:93), administrasi perpajakan (tax
administration) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.
Mengenai peran administrasi perpajakan, Pandiangan (2008:9) mengemukakan
bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan
perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
Menurut Gunadi (2006:6), administrasi pajak dalam arti sempit merupakan
penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak,
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baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di
tempat Wajib Pajak, sedangkan administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi,
sistem dan organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu fungsi, administrasi
perpajakan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan
pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan
merupakan seperangkat unsur yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan
prasarana, dan Wajib Pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama
menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan
sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola
sistem dan mengelola proses perpajakan yang terwujud pada kantor pusat,
wilayah, dan pelayanan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga
merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi
perpajakan harus sebagai service point yang memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.
Pembaruan sistem perpajakan harus disusun dengan sebaik-baiknya
sehingga menjadi instrumen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien.
Menurut Gunadi (2006:7-8), administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila
mampu mengatasi masalah-masalah antara lain sebagai berikut.
1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (Unregistered Taxpayers)
Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan
mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar
sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah
memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak.
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2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (Stopfiling
Taxpayer)
Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan
Surat Pemberitahuan, atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya
dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab
tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan tersebut. Kendala yang
mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.
3. Penyelundup pajak (Tax Evaders)
Penyelundup pajak (tax evaders) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak
lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan.
Keberhasilan self assessment system yang memberi kepercayaan
sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, menyetor, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran
Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak
melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data
tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.
4. Penunggak pajak (Delinquent Taxpayers)
Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya
pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan
penagihan secara intensif.
Administrasi perpajakan dinyatakan berkualitas buruk apabila hanya dapat
dikumpulkan penerimaan yang besar dari sektor-sektor yang mudah dikenakan
pajak (misalnya orang-orang yang berpenghasilan tetap). Namun, tidak mampu
untuk mengenakan pajak terhadap kalangan pengusaha dan profesional. Dengan
demikian tingkat pengumpulan pajak bukan merupakan ukuran efektivitas
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administrasi perpajakan, melainkan ukuran yang lebih akurat adalah jurang
pemisah kepatuhan, yaitu jurang pemisah antara pemasukan yang aktual dengan
potensi perpajakan yang sebenarnya.
Menurut Mansury (2003:2), yang menjadi dasar terselenggaranya
administrasi perpajakan yang baik antara lain sebagai berikut.
1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-Undang yang
memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi Wajib
Pajak.
2. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan
dimaksud baik perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk
dipahami maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan
pemenuhan kewajiban oleh Wajib Pajak.
3. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus
mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas
administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan.
4. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan
memperhatikan pengaturan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan
informasi tentang subjek dan objek pajak.
2.1.12 Reformasi Administrasi Perpajakan
Menurut Gunadi (2006:8), reformasi administrasi perpajakan memiliki tiga
tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan kedua adalah untuk
mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas
penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat
diketahui. Tujuan ketiga adalah untuk memberikan suatu pengawasan terhadap
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pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul
pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.
Persyaratan yang penting bagi reformasi administrasi perpajakan ialah
penyederhanaan, strategi, dan komitmen. Penyederhanaan sistem perpajakan
adalah memastikan administrasi dapat dilakukan secara efektif dalam konteks
yang umum yaitu kepatuhan. Penyederhanaan merupakan elemen penting agar
reformasi administrasi berhasil. Administrasi dituntut secara sederhana agar
mudah pengelolaannya. Strategi reformasi administrasi perpajakan berkaitan
dengan rencana yang komprehensif untuk menentukan prioritas yang jelas dari
berbagai tugas yang harus dituntaskan sesuai sumber daya yang ada. Reformasi
administrasi perpajakan akan berhasil apabila ada komitmen kuat dari lapisan
pengambil keputusan dan manajerial.
Menurut Nasucha (2004:66), reformasi administrasi perpajakan adalah
penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu,
kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Agar
reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan: (1) struktur pajak
yang disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, (2) strategi
reformasi yang cocok harus dikembangkan, (3) komitmen politik yang kuat
terhadap peningkatan administrasi perpajakan.
Pada negara-negara berkembang dimana sistem pajaknya kuat dan
struktur pajak telah ditetapkan, reformasi perpajakan mengacu pada usaha
peningkatan administrasi perpajakan. Menurut Nasucha (2004:67), isu
keberhasilan reformasi administrasi perpajakan kedepan adalah kapasitas
administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara
efisien dan efektif. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia, teknologi
informasi, struktur organisasi, proses dan prosedur, serta sumber daya finansial
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dan insentif yang cukup. Sasaran administrasi pajak adalah: (1) meningkatkan
kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan
secara seragam untuk penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.
Efektivitas administrasi pajak bukanlah satu-satunya indikator kepatuhan pajak, di
negara-negara yang memiliki derajat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang tinggi,
kemampuan administrasi pajak untuk memungut pajak yang efektif merupakan
kunci pembentukan perilaku pembayar pajak.
Dengan mengacu kepada prinsip-prinsip good governance, reformasi
administrasi perpajakan dengan mengedepankan tujuan penerimaan negara dan
mendorong tingkat kepatuhan sukarela, mengarah ke hal-hal antara lain sebagai
berikut.
1. Partisipasi masyarakat yang tertib sosial karena pajak pada hakekatnya
dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
2. Landasan dan kepastian hukum pengenaan, pemungutan, dan penarikan
pajak.
3. Transparansi baik dari administrasi perpajakan, masyarakat yang
membayar pajak maupun pihak yang terkait dengan sistem perpajakan.
4. Responsiveness, yaitu peka dan fleksibel terhadap pertumbuhan sosial,
politik, hukum, ekonomi, dan kebutuhan politik.
5. Keadilan dalam sistem perpajakan.
6. Adanya visi strategik dari administrator pajak.
7. Prinsip efektivitas dan efisiensi.
8. Profesionalisme dalam proses perpajakan.
9. Akuntabilitas dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk
mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat
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kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya
administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan efisiensi
kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi,
diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
administrasi perpajakan. Dalam meningkatkan efektivitas digunakan ukuran (1)
kepatuhan pajak sukarela, (2) prinsip-prinsip self assesment, (3) menyediakan
informasi kepada Wajib Pajak, (4) kecepatan dalam menemukan masalah-
masalah yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan
pembayaran, (5) peningkatan dalam kontrol dan supervisi, dan (6) sanksi yang
tepat. Dalammeningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan secara khusus
dapat distimulasi oleh: (1) penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar,
(2) peningkatan perpajakan khusus untuk Wajib Pajak kecil, dan (3) penggunaan
jasa perbankan untuk pemungutan pajak, dan lain-lain.
2.1.13 Sistem Modernisasi Administras Perpajakan
Dalam penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan setidaknya
terdapat 4 (empat) dimensi yang penting menurut Nasucha (2004:69-77) antara
lain sebagai berikut.
1. Struktur organisasi
a. Pengertian Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola
peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi
kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang
diantara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.
Komponen yang cenderung adalah manusia sebagai pejabat dan
pegawai. Pegawai dan pejabat merupakan makhluk yang berpikir,
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berperasaan, berbudaya, maupun bertindak dan mengubah sesuatu,
serta mampu memperoleh pengaruh dari lingkungannya. Terdapat
enam elemen penting yang perlu diperhatikan ketika mendesain
struktur organisasi, yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi,
rantai perintah, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan
formalisasi. Spesialisasi pekerjaan adalah pembagian pekerjaan untuk
menggambarkan sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi
menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Departementalisasi
adalah dasar mengelompokkan pekerjaan sehingga tugas-tugas yang
sama dapat dikoordinasikan. Rantai perintah merupakan garis
kewenangan yang tidak terputus dari puncak organisasi ke eselon yang
paling bawah dan menjelaskan tentang pelaporan. Rentang kendali
mengacu pada jumlah bawahan yang dapat dipimpin secara efisien
dan efektif. Istilah sentralisasi mengacu pada terpusatnya pengambilan
keputusan pada titik tunggal dalam organisasi. Konsep ini hanya
mengakui kewenangan formal, yaitu yang melekat pada kedudukan
seseorang. Formalisasi mengacu pada suatu tingkat tentang pekerjaan
dalam organisasi distandardisasikan (Robbins, 2006:87).
b. Perubahan Struktur Organisasi
1) Sebagai wujud pembenahan fungsi pelayanan, pengawasan dan
pemeriksaan, pendelegasian otoritas kegiatan, sistem pelaporan
secara rutin, jalur pengawasan tugas dan pemeriksaan. Sistem
administrasi perpajakan modern struktur organisasi dirancang
dengan paradigma berdasarkan fungsi dengan pemisahan fungsi
yang jelas antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dimana Kantor Pelayanan Pajak
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Pratama bertanggungjawab melaksanakan fungsi pelayanan,
pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, sedangkan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab
melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan operasional.
2) Menyelesaikan dan menyempurnakan Sistem Informasi
Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu
(SAPT). Sistem Informasi Perpajakan dikembangkan menjadi
Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu yang dikendalikan oleh
manajemen kasus (case management system) dalam sistem
pemantauan proses administrasi perpajakan (workflow system),
dimana mengacu pada otomasi kantor seperti pelayanan,
pengawasan pelaksanaan tugas serta pelaporan yang dirancang
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3) Sistem monitoring pelaporan rutin melalui rekening Wajib Pajak
(taxpayers account). Transparansi pelayanan dan pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak didukung dengan taxpayers
account yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis setiap
perubahan yang terjadi pada hak dan kewajiban Wajib Pajak
sebagai akibat dari pembayaran pajak, penetapan, keberatan,
pemindahbukuan, Surat Pemberitahuan, dan beberapa dokumen
perpajakan lainnya.
4) Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan. Dilakukan
melalui penetapan standar kinerja perpajakan, penerapan kode etik
pegawai bagi pegawai pajak dan dibentuknya Komite Kode Etik,
serta kerjasama dengan Komite Ombudsman Nasional semakin
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melengkapi perangkat pengawasan tugas dan pelayanan dan
pemeriksaan.
2. Prosedur Organisasi
a. Pengertian Prosedur Organisasi
Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi,
pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier.
Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada
aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.
b. Perubahan Prosedur Organisasi
1) Pelayanan satu pintu melalui Account Representative (AR) yang
bertanggung jawab secara khusus melayani dan mengawasi
administrasi perpajakan beberapa Wajib Pajak. Menurut
Pandiangan (2008:10), Account Representative adalah seorang
petugas perpajakan yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan
terhadap pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan melayani
penyelesaian hak Wajib Pajak, dan bertugas untuk tugas
konsultasi, jika Wajib Pajak memerlukan informasi atau hal lainya
terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.
2) Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar
waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak.
3) Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan
pelayanan, pengawasan.
4) Untuk mengakses dan mempercepat suatu pelayanan melalui
program komputerisasi.
5) Intensitas volume pelayanan dan pemeriksaan berjalan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
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3. Strategi Organisasi
a. Pengertian Strategi Organisasi
Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan
tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor,
peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan
organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi
berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang
bermakna.
b. Perubahan Strategi Organisasi
1) Sensus Pajak Nasional, yaitu kegiatan pengumpulan data
mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis
pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi maupun
badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak.
2) Kampanye sadar dan peduli pajak.
3) Simplifikasi administrasi perpajakan.
4) Intensifikasi penerimaan pajak.
5) Mengembangkan mekanisme internal quality control atas
pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan dan melaksanakan
pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima, membangun
sistem komunikasi yang efektif untuk mendapatkan feedback.
6) Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi
sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem
administrasi perpajakan modern.
7) Mereview pelaksanaan reorganisasi, pengukuran kinerja,
pengukuran kepuasan Wajib Pajak
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4. Budaya Organisasi
a. Pengertian Budaya Organisasi
Culture atau budaya mengandung pengertian sebagai seperangkat
kepercayaan, nilai, dan pola perilaku bersama yang diterima oleh
sekelompok orang. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem
penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam
organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya
organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota
organisasi. Budaya memiliki beberapa fungsi dari organisasi. Pertama,
berperan sebagai batas penentu yang membedakan suatu organisasi
dengan organisasi yang lain. Kedua, menyampaikan identitas kepada
anggota organisasi. Ketiga, mempermudah penerusan komitmen
hingga mencapai batasan yang lebih luas. Keempat, mendorong
stabilitas sistem sosial, dimana budaya berperan membentuk suatu
ikatan sosial yang membantu mengikat kebersamaan organisasi
dengan menyediakan standar yang sesuai mengenai apa yang harus
dikerjakan. Kelima, pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian
yang memberikan panduan serta pembentuk perilaku dan sikap
(Robbins, 2006). Budaya organisasi juga memberikan identitas
organisasi, sebagai pengikat organisasi, sumber inspirasi dalam
menjabarkan kebijakan dan melaksanakan tugas, sebagai penggerak
organisasi, memberikan pola perilaku yang menggariskan batas-batas
toleransi sosial.
b. Perubahan Budaya Organisasi
1) Adanya program pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good
governance). Tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa
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dicirikan oleh adanya kode etik pegawai Dirjen Pajak berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.03/2002 tentang
Susunan, Tugas, dan Wewenang, Komite Kode Etik Pegawai di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa langkah-langkah
dalam menyiapkan good governance itu yakni dengan: (1)
menerapkan kode etik terhadap seluruh pegawai Direktorat
Jenderal Pajak, pembentukan Komite Kode Etik, meningkatkan
efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian
Keuangan dan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional,
dan (2) Penyiapan SDM yang berkualitas dan profesional, antara
lain melalui pelaksanaan fit and proper test secara ketat,
penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas dan
kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan, dan program
pengembangan self capacity, reward and punishment, reformasi
moral, dan etika.
2) Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) kepada pegawai
pajak. Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan selain tunjangan
lain yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 269/KMK.03/2004 tentang Pemberian Tunjangan
Kegiatan Tambahan. Besarnya Tunjangan Kegiatan Tambahan
dibedakan berdasarkan golongan/eselon untuk Tunjangan
Kegiatan Tambahan Pelaksana dan Pejabat Struktural sedangkan
Tunjangan Kegiatan Tambahan Pejabat Fungsional dibedakan
untuk Pemeriksa Pajak Ahli dan Pemeriksa Pajak Terampil.
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3) Fasilitas perkantoran modern
Perkantoran modern dengan keseluruhan operasi berbasis
teknologi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang
memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya administrasi
perpajakan di seluruh Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa reformasi
administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja
administrasi, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih
efisien, ekonomis, dan cepat yang meliputi reformasi struktur organisasi, prosedur
organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.
2.1.14 Kepatuhan
1. Definisi Kepatuhan
Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138) antara lain
adalah sebagai berikut.
a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang perpajakan.
b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara
substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material
perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.
Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.
Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakanWajib Pajak dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam
suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
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kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib
Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Rahayu,
2010:139-140).
2. Kriteria Wajib Pajak Patuh
Dalam Ketentuan Umum Perpajakan pasal 17C menjelaskan bahwa
adanya Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria inilah kemudian dijelaskan
lebih lanjut oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
74/PMK.03/2012 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
Pajak bagi Wajib Pajak Patuh. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa untuk dapat
ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau
menunda pembayaran pajak.
c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
3. Syarat-Syarat menjadi Wajib Pajak Patuh
Syarat-syarat untuk menjadi Wajib Pajak patuh menurut Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Patuh yang dijelaskan pada Pasal
3 antara lain sebagai berikut.
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a. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi.
1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga)
Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir
tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria
Tertentu dilakukan tepat waktu.
2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam
tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan
Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak
lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak
berturut-turut.
3) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum
tahun penetapanWajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa
Pajak Januari sampai November telah disampaikan.
4) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud
pada huruf b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
b. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b) adalah keadaan Wajib
Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai
Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
c. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan
publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c) adalah laporan keuangan yang
dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai
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dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan
kriteria tertentu.
4. Indikator Kepatuhan Pajak
Indikator Kepatuhan Pajak yang berlaku untuk saat ini sesuai dengan
Ketentuan Umum Perpajakan menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103)
antara lain sebagai berikut.
a. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah
persentase pelaporan Surat Pemberitahuan yang disampaikan tepat
waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Aspek income atau penghasilan Wajib Pajak, sebagai indikator
kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak
Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Aspek law enforcement (pengenaan sanksi), sebagai indikator
kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan
berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
d. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari
aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban
pembukuan.
2.1.15 Surat Pemberitahuan (SPT)
1. Pengertian Surat Pemberitahuan
Pengertian Surat Pemberitahuan menurut undang-undang Nomor 16 tahun
2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 11 dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
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pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pengisian Surat Pemberitahuan yang benar, lengkap dan jelas dapat
dijelaskan sebagai berikut.
a. Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
b. Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan
objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam
Surat Pemberitahuan, dan Jelas artinya melaporkan asal-usul atau
sumber dari objek dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan.
2. Fungsi Surat Pemberitahuan
Fungsi Surat Pemberitahuan menurut Lingga (2012:10) dapat dilihat dari
sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan dari sisi Pemotong atau
Pemungut Pajak, yaitu sebagai berikut.
a. Wajib Pajak Penghasilan
1) Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan
pajak yang sebenarnya terutang.
2) Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri dan/atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam
satu tahun pajak/bagian tahun pajak.
3) Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang
pemotongan/ pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain
dalam satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perudang-
undangan yang berlaku.
37
b. Pengusaha Kena Pajak
1) Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan
jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.
2) Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak
Keluaran
3) Melaporkan tentang pembayaran/pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui
pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
c. Pemotong/Pemungut Pajak
Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang
dipotong/ dipungut dan disetorkannya.
3. Jenis Surat Pemberitahuan
Secara garis besar Surat Pemberitahuan dibedakan menjadi dua menurut
Mardiasmo (2013:34-35), antara lain sebagai berikut.
a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu
masa pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk
suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
Surat Pemberitahuan meliputi antara lain sebagai berikut.
a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
b. Surat Pemberitahuan Masa yang terdiri dari.
1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan.
2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
38
3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Surat Pemberitahuan dapat berbentuk sebagai berikut.
a. Formulir kertas (hardcopy).
b. e-SPT.
4. Proses Penyelesaian Surat Pemberitahuan
Mardiasmo (2013:32) menerangkan bahwa untuk menjalankan kewajiban
untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan Surat
Pemberitahuan ada tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, antara lain
sebagai berikut.
a. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di
tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil
dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat
mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan
mengakses situs Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh formulir
Surat Pemberitahuan tersebut.
b. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar,
lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan
huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan
menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral
Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar atau dikukuhkan atau tempat yang
ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
c. Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing
dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat
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Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan
mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
d. Penandatangan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara biasa,
dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau
digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, antara
lain.
1) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan, Laporan
Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-
keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya
penghasilan kena pajak.
2) Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak,
jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
3) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan
Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang
bersangkutan.
5. Pembetulan Surat Pemberitahuan
Apabila dalam pengisian Surat Pemberitahuan ternyata terdapat
kesalahan, maka Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri
dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun setelah
saat terutang atau berakhirnya masa pajak, dengan syarat sebagai berikut.
a. Direktorat Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
Pembetulan Surat Pemberitahuan berakibat pajak yang terutang
menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
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2% sebulan atau jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak
penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal
pembayaran pembetulan Surat Pemberitahuan.
b. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum
dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya Wajib Pajak dengan
kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan
disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang
sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda
sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang bayar.
Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan telah berakhir,
dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam
suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
atas pengungkapan Wajib Pajak, hal ini menimbulkan akibat sebagai berikut.
a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar/lebih kecil.
b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil/lebih
besar.
c. Jumlah harta menjadi lebih besar/lebih kecil.
d. Jumlah modal menjadi lebih besar/lebih kecil.
Pajak yang kurang bayar timbul sebagai akibat pengungkapan
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut, beserta sanksi
administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang
bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.
6. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo
(2013:35) antara lain sebagai berikut.
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a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir
Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya
setelah berakhirnya Masa Pajak.
b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
7. Perpanjangan Penyampaian Surat Pemberitahuan
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak
batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan dengan cara
menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan
kepada Direktur Jendral Pajak (Mardiasmo, 2013:35).
Pengajuan perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan menurut Sari (2013, 203-204) dengan syarat sebagai berikut.
a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan tertulis untuk
memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan.
b. Menyertai alasan-alasan penundaan penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan.
c. Wajib Pajak melampirkan Surat Pernyataan mengenai perhitungan
sementara pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak.
d. Melampirkan tanda bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak
terhutang menurut perhitungan sementara.
e. Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah akhir tahun pajak,
sebelum batas terakhir penyampaian Surat Pemberitahuan.
42
f. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Penghasilan hanya dapat diberikan paling lama enam bulan.
g. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu
atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan
diterbitkan Surat Teguran.
8. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan
Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam
undang-undang sehubungan dengan Surat Pemberitahuan dikenakan sanksi
administrasi dan/atau sanksi pidana antara lain sebagai berikut.
a. Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan, disebutkan bahwa apabila Wajib Pajak terlambat
menyampaikan Surat Pemberitahuan sampai batas jangka waktu yang
ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai
berikut.
1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi
sebesar Rp100.000,00.
2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan sebesar
Rp1.000.000,00.
3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar
Rp500.000,00.
4) Surat Pemberitahuan Masa lainnya sebesar Rp100.000,00.
b. Pasal 13A UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan, disebutkan bahwa apabila kealpaan tidak menyampaikan
Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi
isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
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pendapatan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi
pidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi 200% dari pajak yang
kurang bayar. Sedangkan kealpaan yang kedua akan didenda paling
sedikit satu kali dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang
tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat dua
bulan/paling lama satu tahun.
c. Pasal 39 UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan, disebutkan bahwa apabila Wajib Pajak dengan sengaja
tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen termasuk hasil
pengolahan data elektronik, akan dikenakan sebagai berikut.
a. Sanksi pidana denda paling sedikit dua kali paling banyak empat kali
jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana penjara
paling sedikit enam bulan atau paling lama enam tahun.
b. Pidana untuk kedua kali ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi
diatas.
c. Percobaan penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau
Pengusaha Kena Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang
tidak benar/lengkap dalam rangka restitusi/kompensasi/pengkreditan
pajak, dipidana penjara paling sedikit enam bulan, paling lama dua
tahun dan didenda paling sedikit dua kali paling banyak empat kali
jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.
2.1.16 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)
1. Pengertian e-SPT
Pengertian e-SPT menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
47/PJ/2008 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik pada
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Pasal 2 dijelaskan bahwaWajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan
dan Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui
satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
Pengertian e-SPT lainnya adalah pelaporan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak secara
elektronik atau dengan menggunakan media komputer, dan e-SPT adalah aplikasi
(software) yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh Wajib
Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan
menggunakan aplikasi e-SPT, Wajib Pajak dapat merekam, memelihara dan men-
generate data digital Surat Pemberitahuan serta mencetak Surat Pemberitahuan
beserta lampirannya.
2. Jenis-jenis e-SPT
Aplikasi e-SPT yang tersedia di Kantor Pusat sampai Kantor Pelayanan
Pajak Pratama antara lain sebagai berikut.
a. e-SPT Masa Pajak Penghasilan.
b. e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
c. e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
3. Tujuan e-SPT
Tujuan penerapan e-SPT adalah antara lain sebagai berikut.
a. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor
Pelayanan Pajak dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem
tradisional sangat sulit dilakukan.
b. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi
penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian Surat Pemberitahuan
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menurut Wajib Pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan
bersama.
c. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem
administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong
digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh
Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi prioritas dalam reformasi
perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem
administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di
seluruh Indonesia.
d. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jenderal
Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap
kepatuhan Wajib Pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari
modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern
perpajakan.
e. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di
Indonesia.
f. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara
umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong
kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di
Indonesia.
4. Kelebihan e-SPT
Kelebihan e-SPT adalah sebagai berikut.
a. Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara cepat dan
aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
b. Data perpajakan terorganisir dengan baik.
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c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan
perusahaan
d. dengan baik dan sistematis.
e. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan
sistem komputer.
f. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
g. Data yang disampaikanWajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran
formulir dengan menggunakan sistem komputer.
h. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
i. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman Surat
Pemberitahuan yang memakan sumber daya yang cukup banyak.
5. Tata Cara Pelaporan e-SPT
Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut.
a. Wajib Pajak melakukan instalasi e-SPT pada sistem komputer yang
digunakan untuk keperluanadministrasi perpajakan.
b. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data
perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain.
1) Data identitasWajib Pajak pemotong/pemungut dan identitasWajib
Pajak yang dipotong/dipungut seperti Nomor Pokok Wajib Pajak,
nama, alamat, kode pos, nama Kantor Pelayanan Pajak, pejabat
penandatangan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor
awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
2) Bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.
3) Faktur Pajak.
4) Data perpajakan yang terkandung dalam Surat Pemberitahuan.
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5) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak,
tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode
Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran
pajak.
c. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi
keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari
siste yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan
mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
d. Wajib Pajak mencetang bukti potong/pungut dengan menggunakan
aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang
dipotong/dipungut.
e. Wajib Pajak menandatangani Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan hasil cetakan aplikasi e-SPT.
f. Wajib Pajak membentuk file data Surat Pemberitahuan dengan
menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik
(CD, flashdisk).
g. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak terdaftar dengan cara sebagai berikut.
1) Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir
dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau
mengirimkan formulir induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file
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data Surat Pemberitahuan yang tersimpan dalam bentuk elektronik
serta dokumen lain yang wajib dilampirkan.
2) Melalui e-filling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h. Bukti penerimaan e-SPT yang di sampaikan antara lain sebagai berikut.
1) Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda terima
penerimaan surat dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa
ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda
terima Surat Pemberitahuan.
2) Atas penyampaian melalui e-filing diberikan bukti elektronik.
2.1.17 Pemeriksaan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Pemeriksaan pasal 1, pemeriksaan adalah serangkaian
kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang undangan perpajakan.
2.1.18 Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi menurut Rahayu (2010:213) dapat berupa.
1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran
yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran
yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
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3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak
yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban
yang diatur dalam ketentuan material.
2.2 Tinjauan Empirik
Penelitian oleh Rahayu dan Lingga (2009) menggunakan jenis penelitian
kuantitatif deskriptif dengan metode penelitian survei. Di dalam mengumpulkan
data, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (full research) melalui
wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner serta teknik penelitian
kepustakaan (library research). Metode pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Responden dalam penelitian ini
adalah aparatur pajak yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bandung. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sistem
administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Fasmi dan Misra (2012) menggunakan
metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian kuesioner. Teknik sampling
yang digunakan adalah Convenience Sampling. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Padang. Metode pengambilan sampel dengan membagikan kuesioner
kepada Pengusaha Kena Pajak yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Padang serta dengan mendatangi secara langsung setiap Pengusaha Kena Pajak
di tempat beroperasi kegiatan usahanya. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil
penelitian adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
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Madewing (2013) dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif
dengan bentuk kuesioner. Incidental Sampling digunakan sebagai teknik
pengambilan sampel dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib
Pajak Badan pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
Utara. Metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah membagikan
kuesioner kepada Wajib Pajak Badan yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Utara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa
modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin (2015) menggunakan metode
penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Teknik sampling yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Incidental Sampling. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruhWajib Pajak Badan di wilayah kerja Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Mamuju. Teknik pengambilan sampel Wajib Pajak yaitu dengan
membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak Badan yang ditemui di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil
penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Hernaningsih (2015) dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan
metode survey. Penelitian dilakukannya terhadap Wajib Pajak Badan serta
pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Pengambilan sampel
dengan membagikan kuesioner kepadaWajib Pajak Badan yang ditemui di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta serta kepada pegawai pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil
penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
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2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangka teoretis adalah model konseptual yang berkaitan dengan
bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis
beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah (Sekaran, 2011:114).
Sesuai dengan latar belakang, tinjauan teoretis, dan pengembangan hipotesis




Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011:64). Hipotesis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah hipotesis assosiatif. Hipotesis assosiatif adalah jawaban
sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu menanyakan hubungan
antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2011:69).
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Menurut Nasucha (2004:69-77) penerapan modernisasi sistem
administrasi perpajakan memiliki 4 (empat) dimensi penting, yaitu struktur
organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Ke
empat dimensi tersebut Hipotesis pada penelitian ini sesuai dengan empat dimensi
tesebut antara lain sebagai berikut.
2.4.1 Pengaruh Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran
yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub
unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif, dan
jaringan komunikasi formal. Modernisasi sistem administrasi perpajakan mencoba
memberikan jalan keluar atas permasalahan mendasar pada organisasi berskala
besar, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Dari pemahaman
tersebut, diprediksi bahwa struktur organisasi mempunyai pengaruh terhadap
kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai
berikut.
H1. Struktur Organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib
Pajak dalam pelaporan e-SPT.
2.4.2 Pengaruh Prosedur Organisasi
Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan
keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan
pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan
secara teratur. Prosedur organisasi juga merupakan penyempurnaan dari sistem
administrasi dalam pemberian pelayanan dan pemeriksaan yang sesui dengan
peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan anggaran yang tersedia.
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Dari pemahaman tersebut, diprediksi bahwa prosedur organisasi mempunyai
pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut.
H2. Prosedur Organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib
Pajak dalam pelaporan e-SPT.
2.4.3 Pengaruh Strategi Organisasi
Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan
tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan
sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai
dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai
pola arus keputusan yang bermakna. Dari pemahaman tersebut, diprediksi bahwa
strategi organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh
karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H3. Strategi Organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib
Pajak dalam pelaporan e-SPT.
2.4.4 Pengaruh Budaya Organisasi
Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan
dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku
anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki
oleh anggota organisasi. Dari pemahaman tersebut, diprediksi bahwa budaya
organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena
itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H4. Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib





Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian
kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Metode penelitian kuantitatif dapat
diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik,
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011:8).
Analisis dilakukan terhadap data yang telah diuraikan dengan
menggunakan metode kuantitatif. Penelitian analisis adalah penelitian yang desain
risetnya dimulai dari teori dan berakhir pada fakta, oleh karenanya dalam riset ini
terlibat satu atau lebih hipotesis (Hariwijaya dan Triton, 2011:21).
1.8 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Magelang yang berlokasi di Jalan Veteran Nomor 20, Kota Magelang, Jawa
Tengah. Jangka waktu penelitian kurang lebih selama 1 (satu) semester.
1.9 Populasi dan Sampel
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan di lingkungan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Jumlah Wajib Pajak Badan yang
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terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang per tanggal 24 Februari
2017 adalah sebanyak 3039 Wajib Pajak Badan.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Metode pengambilan sampel yang digunakan di dalam
penelitian ini adalah metode Convenience Sampling yaitu pengumpulan informasi
dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikan informasi
dan untuk memperoleh sejumlah informasi dasar secara cepat dan efisien
(Sekaran, 2011:136). Metode penentuan besarnya sampel dalam penelitian ini





n = besar sampel
N = Ukuran populasi
e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan 10 %




1 + 3039 (0,1)2
n = 96,81 atau dibulatkan menjadi 97 responden
Teknik pengambilan sampel Wajib Pajak yaitu dengan membagikan
kuesioner kepada Wajib Pajak Badan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Magelang. Kuesioner dibagikan kepada 100 responden sesuai dengan
perhitungan rumus Slovin.
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1.10Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek. Data
subjek adalah data yang berisi opini, sikap, dan karakteristik dari objek yang diukur
yang kemudian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan tertulis atau kuesioner
(Indriantoro dan Supomo, 2013:145). Sumber data pada penelitian ini
menggunakan data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara
langsung dari sumber asli atau pihak pertama tanpa melalui media perantara
(Indriantoro dan Supomo, 2011:146).
1.11Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pengumpulan data kuesioner secara personal (Personally Administered
Questionnaires). Metode personal yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan
langsung oleh peneliti dan berhubungan langsung dengan responden. Metode ini
digunakan dengan tujuan agar responden dapat memberikan jawaban sesuai
dengan tema sentral penilaian (Indriantoro & Supomo, 2011:154). Kueisoner
diantar dan diambil sendiri oleh peneliti dengan cara menghampiri satu demi satu
responden yang melakukan aktivitas perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Magelang. Teknik ini dipilih karena dapat memperkecil kemungkinan
terjadinya data error akibat responden tidak memahami inti pertanyaan kuesioner.
1.12Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Terdapat dua variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu variabel
independent atau variabel bebas (X) dan variable dependent atau variable terikat
(Y). Variabel Independent dari penelitian ini adalah Struktur Organisasi, Prosedur
Organisasi, Strategi Organisasi, dan Budaya Organisasi. Variabel dependent atau
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variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Pelaporan e-SPT.
3.6.1 Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan yang terdiri dari empat variabel antara lain struktur
organisasi (X1), prosedur organisasi (X2), strategi organisasi (X3), dan budaya
organisasi (X4).
1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran
yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub
unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif, dan
jaringan komunikasi formal. Variabel Struktur Organisasi diukur dengan
menggunakan empat indikator pengukuran antara lain sebagai berikut.
a. Struktur organisasi KPP modern
Sistem administrasi perpajakan modern struktur organisasi dirancang
dengan paradigma berdasarkan fungsi dengan pemisahan fungsi yang
jelas antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama.
b. Pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT).
Menyelesaikan dan menyempurnakan Sistem Informasi Perpajakan
(SIP) menjadi SAPT.
c. Monitoring pelaporan rutin
Sistem monitoring pelaporan rutin melalui rekening Wajib Pajak
(taxpayers account).
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d. Standar kinerja perpajakan
Dilakukan melalui penetapan standar kinerja perpajakan, penerapan
kode etik pegawai bagi pegawai pajak.
2. Prosedur Organisasi
Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan
keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan
pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan
secara teratur. Variabel Prosedur Organisasi diukur dengan menggunakan empat
indikator pengukuran antara lain sebagai berikut.
a. Pelayanan satu pintu melalui AR
Account Representative (AR) yang bertanggung jawab secara khusus
melayani dan mengawasi administrasi perpajakan beberapa Wajib
Pajak.
b. Penyederhanaan prosedur
Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar
waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak.
c. Dukungan teknologi informasi
Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan,
pengawasan serta program komputerisasi untuk mengakses dan
mempercepat suatu pelayanan.
d. Intensitas volume pelayanan
Intensitas volume pelayanan dan pemeriksaan berjalan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
3. Strategi Organisasi
Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan
tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan
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sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai
dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai
pola arus keputusan yang bermakna. Variabel Strategi Organisasi diukur dengan
menggunakan empat indikator pengukuran antara lain sebagai berikut.
a. Sensus pajak nasional
Sensus pajak nasional, yaitu kegiatan pengumpulan data mengenai
kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan
mendatangi subjek pajak.
b. Kampanye sadar dan peduli pajak
Kampanye sadar dan peduli pajak guna meningkatkan kesadaran dan
keperdulian Wajib Pajak.
c. Simplifikasi administrasi
Simplifikasi administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan
bagi Wajib Pajak.
d. Internal Quality Control
Mengembangkan mekanisme internal quality control atas pelaksanaan
pelayanan dan pemeriksaan dan melaksanakan pelatihan tentang
metode dan teknik pelayanan prima, membangun sistem komunikasi
yang efektif untuk mendapatkan feedback.
4. Budaya Organisasi
Culture atau budaya mengandung pengertian sebagai seperangkat
kepercayaan, nilai, dan pola perilaku bersama yang diterima oleh sekelompok
orang. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan
dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku
anggota-anggotanya. Variabel Budaya Organisasi diukur dengan menggunakan
tiga indikator pengukuran antara lain sebagai berikut.
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a. Kode etik
Penerapan kode etik di lingkungan pegawai pajak untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pelayanan.
b. Pelayanan yang adil
Pelayanan yang sama serta merata terhadap semua Wajib Pajak.
c. Kejujuran dan kesesuain
Kejujuran aparat pajak serta kesesuain dengan peraturan perpajakan
yang berlaku.
Ringkasan indikator pengukuran variabel bebas (independent variable)
dapat dilihat pada table 3.1.
Tabel 3.1 Indikator Variabel Bebas







































3.6.2 Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel bebas adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui
besarnya efek atau pengaruh variabel lain, Besarnya efe tersebut diamati dari ada
tidaknya, timbul hilangnya, membesar mengecilnya, atau berubahnya variasi yang
tampak sebagai akibat perubahan yang termasuk pada variabel lain (Azwar,
2015). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam
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Pelaporan e-SPT (Y). Indikator pengukuran variabel terikat (dependent variable)
dapat dilihat pada table 3.2.
Tabel 3.2 Indikator Variabel Terikat























Perasaan bersalah atas ketidakpatuhan
pajak
Ketidakpatuhan melanggar prinsip hidup
Perpustakaan pajak meningkatkan
pengetahuan perpajakan
Sistem informasi yang handal
Sistem reward dan punishment
Risko keterlambatan
e-SPT memudahkan WP




Sukarela mendaftar sebagai WP
Kesesuain mengisi SPT terhadap
peraturan
Ketepatan waktu dalam pelaporan
Ketepatan dalam membayar pajak terutang
Kepatuhan meningkat dengan adanya
pengawasan
Aparat pajak memungut sesuai dengan
peraturan
SPT telah dilaporkan dengan sesuai dan
lengkap
Seluruh variabel operasional di atas selanjutnya dituangkan ke dalam
bentuk pertanyaan kuesioner. Data yang dihasilkan adalah berupa data kualitatif.
Untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif maka digunakan skala
pengukuran berupa skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena
sosial (Sugiyono, 2011:93). Selanjutnya, setiap jawaban pada kuesionar akan
diberikan skor. Skor untuk setiap jawaban pada kuesioner akan digambarkan pada
tabel sebagai berikut.
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Tabel 3.3 Daftar Skala Likert
No Uraian Skor
1 Sangat setuju/selalu/sangat positif 5
2 Setuju/sering/positif 4
3 Ragu-ragu/kadang-kadang/netral 3
4 Tidak setuju/hampir tidak pernah/negative 2
5 Sangat tidak setuju/tidak pernah 1
Sumber: Sugiyono (2011:94)
1.13Instrumen Penelitian
Penelitian ini menggunakan instrument berupa kuesioner. Kuesioner yang
digunakan di dalam penelitian ini terkait dengan variabel Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan (Variabel Independen) diadopsi dari penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh Hernaningsih (2015) melalui lima belas item pertanyaan.
variabel struktur organisasi (X1) diukur menggunakan empat item pertanyaan,
variabel prosedur organsiasi (X2) diukur menggunakan empat tem pertanyaan,
variabel strategi organisasi (X3) diukur menggunakan empat item pertanyaan, dan
variabel budaya organisasi (X4) diukur menggunakan tiga item pertanyaan.
1.14Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden
atau sumber data lain terkumpul. Analisis data digunakan untuk mengetahui
hubungan antar variabel (variabel X dan variabel Y), sehingga dapat ditarik
kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. (Sugiyono, 2011:147). Analisis
data dalam penelitian ini menggunakan software statistik berupa SmartPLS 3.2.6.
PLS adalah salah satu teknik Structural Equation Modeling (SEM) yang mampu
menganalisis variabel laten, variabel indikator dan kesalahan pengukuran secara
langsung. PLS dikembangkan sebagai alternatif apabila teori yang digunakan
lemah atau indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran reflektif
(Wiyono, 2011:395).
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1. Uji Kualitas Data
Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah
penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data. Konsep yang
digunakan dalam proses pengujian data yaitu, uji validitas dan uji realibilitas
(Indriantoro dan Supomo, 2013:180). Adapun tahapan-tahapan uji kualitas data
yaitu sebagai berikut:
a. Uji Validitas Konvergen.
Uji validitas konvergen dinilai berdasarkan loading factor (korelasi
antara skor item/skor komponen dengan skor konstruk). Rule of thumb
yang digunakan dalam uji validitas konvergen nilai outer loading>0,7,
AVE >0,5, dan Communality (Jogiyanto dan Abdillah, 2009:80). Butir-
butir pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria valid tersebut tidak dapat
diikutkan dalam pengujian selanjutnya.
b. Uji Validitas Diskriminan
Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan perbandingan akar AVE
untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk
lainnya dalam model dan pengukuran cross loading dengan
konstruknya. Rule of thumb dalam uji validitas diskriminan untuk akar
AVE >korelasi variabel laten dan nilai Cross loading >0,7 (Jogiyanto
dan Abdillah, 2009:80).
c. Uji Realibilitas
Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi dari butir-butir
pertanyaan/pernyataan yang ada dalam kuesioner. Uji reliabilitas
dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu Cronbach's alpha
dan Composite realibility. Rule of thumb nilai Cronbach's alpha atau
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Composite realibility harus lebih besar dari 0,7 (Jogiyanto dan Abdillah,
2009:62).
2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan
struktural (inner model), dimana model struktural diukur menggunakan nilai T-
statistic konstruk dependen, nilai beta koefisien path atau T-statistic dalam menguji




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.15Deskripsi Data
Pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini
diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden
yang merupakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Magelang dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Magelang dan memberikan kuesioner kepada Wajib Pajak Badan yang berada di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Proses distribusi kuesioner dan
pengumpulan data yang pada rencana awal akan menggunakan metode personal,
yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan
berhubungan langsung kepada responden mengalami kendala. Responden
menolak untuk mengisi kuesioner yang didistribusikan langsung oleh peneliti.
Proses pengumpulan data akhirnya dapat dilakukan dengan bantuan sub bagian
umum dan seksi pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang
dengan cara kuesioner didistribusikan melalui seksi pelayanan. Seksi pelayanan
mewajibkan setiap responden yang merupakan Wajib Pajak Badan untuk mengisi
kuesioner terlebih dahulu sebelum mendapatkan pelayanan perpajakan.
Total kuesioner yang didistribusikan sejumlah 112 kuesioner yang
didistribusikan melalui dua tahap. Kuesioner yang didistribusikan pada tahap
pertama sejumlah 100 kuesioner. Dari 100 kuesioner yang didistribusikan,
kesemuanya kembali. Setelah dilakukan uji validitas konvergen, terdapat 12
kuesioner yang tidak valid sehingga tidak dapat digunakan. Tabel hasil uji validitas
konvergen SmartPls dapat dilihat pada lampiran 3 dan gambar hasil uji validitas
konvergen SmartPls dapat dilihat pada lampiran 4. Tahap kedua dilakukan dengan
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mendistribusikan kembali sejumlah 12 kuesioner agar jumlah sampel yang
diinginkan dapat terpenuhi.
Kuesioner yang didistribusikan berisi 15 item pertanyaan untuk variabel
modernisasi sistem administrasi perpajakan dan 18 item pertanyaan untuk variabel
kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT. Proses distribusi kuesioner
dilakukan selama enam minggu, yaitu tanggal 17 April sampai dengan 26 Mei
2017.
Karakterisitik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi jenis
kelamin, umur, pendidikan terakhir, pengetahuan pajak, bidang usaha, serta tahun
berdiri usaha. Responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh laki-laki
sebanyak 79 orang (79,00%), sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak
21 orang (21,00%). Berdasarkan umur, responden didominasi usia
dewasa/matang, yaitu 49 orang (49,00%) pada kisaran umur 41 sampai dengan
50 tahun, sedangkan sisanya 38 orang (38,00%) pada kisaran umur 31 sampai
dengan 40 tahun, 8 orang (8,00%) pada kisaran umur 21 sampai dengan 30 tahun,
dan 5 orang (5%) dengan umur diatas 50 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir,
responden didominasi oleh pendidikan sarjana (S1/DIV) dengan 44 orang
(44,00%), sedangkan sisanya yaitu 32 orang (32,00%) dengan pendidikan terakhir
SMA, 20 orang (20,00%) dengan pendidikan terakhir Diploma III (DIII), dan 4 orang
(4,00%) dengan pendidikan terakhir Magister (S2). Berdasarkan sumber
pengetahuan pajak, responden dengan sumber pengetahun pajak melalui
penyuluh pajak mendominasi dengan 56 orang (56,00%), sedangkan sisanya yaitu
26 orang (26,00%) sama sekali tidak memiliki pengetahuan pajak, 12 orang
(12,00%) memilih belajar pajak melalui cara lain, yaitu melalui membaca artikel
maupun tutorial melalui internet, dan hanya 6 orang (6,00%) yang mengaku telah
mengikuti brevet pajak. Berdasarkan bidang usaha, responden didominasi oleh
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bidang usaha industri dengan 68 orang (68,00%), sedangkan sisanya yaitu 25
orang (25,00%) dengan bidang usaha perdagangan, dan 7 orang (7,00%) dengan
bidang usaha jasa. Berdasarkan tahun berdirinya usaha, responden didominasi
oleh usaha yang telah berdiri antara rentang tahun 1981 sampai dengan tahun
1990, dan antara rentang tahun 2001 s.d. 2010 dengan masing-masing terdiri dari
29 orang (29,00%), sedangkan sisanya 25 orang (25,00%) dengan usaha yang
berdiri antara rentang tahun 1991 sampai dengan tahun 2000, 9 orang (9,00%)
dengan usaha yang berdiri antara rentang tahun 1971 sampai dengan tahun 1980,
dan 8 orang (8,00%) dengan usaha yang baru saja berdiri, yaitu antara rentang
tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Ringkasan karakteristik responden dapat
dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.





Jenis Kelamin Laki-laki 79 79,00%Perempuan 21 21,00%
Umur
21 s.d. 30 tahun 8 8,00%
31 s.d. 40 tahun 38 38,00%
41 s.d. 50 tahun 49 49,00%
diatas 50 tahun 5 5,00%
Pendidikan Terakhir
SMA 32 32,00%
Diploma III (DIII) 20 20,00%
Sarjana (IV/S1) 44 44,00%
Magister (S2) 4 4,00%
Pengetahuan Pajak
Brevet 6 6,00%
Penyuluh Pajak 56 56,00%
Tidak Ada 26 26,00%







tahun 1971 s.d. 1980 9 9,00%
tahun 1981 s.d. 1990 29 29,00%
tahun 1991 s.d. 2000 25 25,00%
tahun 2001 s.d. 2010 29 29,00%
tahun 2010 s.d. 2017 8 8,00%
Sumber: Data Primer yang diolah (2017)
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1.16Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif disajikan untuk menggambarkan karakteristik sampel
dalam penelitian serta memberikan deskripsi mengenai variabel yang digunakan
dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak
lima variabel yaitu struktur organisasi (SO), prosedur organisasi (PO), strategi
organisasi (TO), budaya organisasi (KO), dan kepatuhan Wajib Pajak dalam
pelaporan e-SPT (KP). Tabel 4.2 menggambarkan nilai statistik deskriptif
penelitian ini.
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif
Variabel N Min. Max. Mean Median Std.Dev.
Struktur Organisasi (SO) 100 6 20 17,18 18 2,68
Prosedur Organisasi (PO) 100 6 20 16,99 18 3,07
Strategi Organisasi (TO) 100 6 20 16,93 18 3,09
Budaya Organisasi (KO) 100 6 15 13,14 14 2,08
Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Pelaporan e-SPT (KP) 100 31 86 77,03 81 12,44
Sumber: Data Primer yang diolah (2017)
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel Struktur Organisasi (SO) memiliki
kisaran empiris sebesar 6 hingga 20. Median pada struktur organisasi yang
memiliki nilai 18 lebih besar 0,82 dibandingkan dengan mean yang memiliki nilai
17,18 menunjukkan bahwa struktur organisasi yang diberikan terhadap kepatuhan
cukup baik. Nilai standar deviasi menunjukkan penyimpangan atas nilai rata-rata
struktur organisasi sebesar 2,68.
Variabel Prosedur Organisasi (PO) memiliki kisaran empiris sebesar 6
hingga 20. Median pada prosedur organisasi yang memiliki nilai 18 lebih besar
1,01 dibandingkan dengan mean yang memiliki nilai 16,99 menunjukkan bahwa
prosedur organisasi yang diberikan terhadap kepatuhan cukup baik. Nilai standar
deviasi menunjukkan penyimpangan atas nilai rata-rata prosedur organisasi
sebesar 3,07.
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Variabel Strategi Organisasi (TO) memiliki kisaran empiris sebesar 6
hingga 20. Median pada strategi organisasi yang memiliki nilai 18 lebih besar 1,07
dibandingkan denganmean yang memiliki nilai 16,93 menunjukkan bahwa strategi
organisasi yang diberikan terhadap kepatuhan cukup baik. Nilai standar deviasi
menunjukkan penyimpangan atas nilai rata-rata strategi organisasi sebesar 3,09.
Variabel Budaya Organisasi (BO) memiliki kisaran empiris sebesar 6
hingga 15. Median pada budaya organisasi yang memiliki nilai 14 lebih besar 0,86
dibandingkan denganmean yang memiliki nilai 13,14 menunjukkan bahwa budaya
organisasi yang diberikan terhadap kepatuhan cukup baik. Nilai standar deviasi
menunjukkan penyimpangan atas nilai rata-rata budaya organisasi sebesar 2,08.
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT (KP) memiliki
kisaran empiris sebesar 31 hingga 86.Median pada kepatuhanWajib Pajak dalam
pelaporan e-SPT yang memiliki nilai 81 lebih besar 3,97 dibandingkan dengan
mean yang memiliki nilai 77,03 menunjukkan bahwa kepatuhanWajib Pajak dalam
pelaporan e-SPT yang diberikan cukup baik. Nilai standar deviasi menunjukkan
penyimpangan atas nilai rata-rata kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT
sebesar 12,44.
1.17Analisis Data
4.3.1 Uji Kualitas Data
Analisis data dilakukan untuk mengukur validitas dan realibilitas terhadap
data penelitian. Hasil uji kualitas data terdiri 3 yaitu, hasil uji validitas konvergen,
uji validitas diskriminan, dan hasil uji reliabilitas yang dapat dijelaskan sebagai
berikut.
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1. Uji Validitas Konvergen
Validitas konvergen merupakan validitas yang terjadi jika seperangkat
indikator mewakili satu variabel laten dan yang mendasari variabel laten tersebut.
Validitas ini berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu
konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas konvergen dalam PLS dengan
indikator reflektif dinilai berdasarkan nilai rata-rata varian yang diekstaksi (average
variance extracted/AVE) dan nilai communality. Nilai AVE dan communality
setidaknya sebesar 0,5 atau lebih.
Hasil uji validitas konvergen menunjukkan item pengukuran secara
keseluruhan pada variabel struktur organisasi (X1), prosedur organisasi (X2),
strategi organisasi (X3), budaya organisasi (X4), dan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pelaporan e-SPT (Y) memiliki nilai AVE >0,5 dan Communality >0,5. Total
item pertanyaan yang diuji pada proses uji validitas konvergen sebanyak 33 item
dengan menggunakan 5 skala likert mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat
setuju. Kesimpulannya item pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini telah
memenuhi kriteria uji validitas konvergen. Tabel hasil uji validitas konvergen
SmartPls dapat dilihat pada lampiran 5 dan gambar hasil uji validitas konvergen
SmartPls dapat dilihat pada lampiran 6.
2. Uji Validitas Deskriminan
Pengujian validitas deskriminan dinilai berdasarkan cross loading
pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran
lebih besar dengan daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal itu menunjukkan
bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada
ukuran blok lainnya.
Hasil uji validitas diskriminan menunjukkan nilai akar AVE > korelasi
konstruk laten dan masing-masing item pengukuran yang ada pada variabel
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struktur organisasi (X1), prosedur organisasi (X2), strategi organisasi (X3), budaya
organisasi (X4), dan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT (Y) memiliki
perbedaan dengan indikator variabel lain yang ditunjukkan dengan skor cross
loading pada setiap variabel >0,7. Kesimpulannya item pengukuran yang
digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria uji validitas diskriminan.
Hasil uji validitas diskriminan SmartPls dapat dilihat pada lampiran 7.
3. Uji Realibilitas
Pengujian realibilitas dalam PLS menggunakan dua metode yaitu
cronbach’s alpha dan composite reliability. Cronbach’s alpha mengukur batas
bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan composite reliability mengukur
nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk dan metode ini diyakini lebih baik
dalam melakukan pengestimasian konsistensi internal suatu konstruk dan
dikatakan reliable apabila nilainya masing-masing harus > 0,7. Tabel 4.3
menunjukkan hasil uji realibilitas dengan menggunakan SmartPls.




Struktur Organisasi (X1) 0,850181 0,899060 Reliable
Prosedur Organisasi (X2) 0,884162 0,920092 Reliable
Strategi Organisasi (X3) 0,872978 0,913047 Reliable
Budaya Organisasi (X4) 0,840364 0,903806 Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Pelaporan e-SPT (Y) 0,965279 0,968353 Reliable
Sumber: Data Primer yang diolah (2017)
Hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa variabel struktur organisasi (X1),
prosedur organisasi (X2), strategi organisasi (X3), budaya organisasi (X4), dan
kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT (Y) reliable karena memiliki nilai
cronbachs alpha dan composite reliability >0,7. Kesimpulannya, item pengukuran
yang digunakan dalam penelitian ini reliable.
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4.3.2 Uji Hipotesis
Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat
pada nilai output koefisien path atau T-statistic. Tanda dalam pengujian hipotesis
harus sesuai dengan teori yang dihipotesiskan, hal tersebut dapat dinilai apabila
nilai T-statistic lebih besar dari 1,96 (signifikan pada 5%), maka hubungannya
signifikan. Dalam hal ini dilakukan metode bootstrap terhadap sampel. Pengujian
dengan bootstrap juga dapat meminimalkan masalah ketidaknormalan data
penelitian. Nilai T-Statistics dari hasil pengujian hipotesis dengan bootstrapping
dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut.




Struktur Organisasi (X1) 
Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Pelaporan e-SPT (Y)
0,180768 2,733630 Signifikan
Prosedur Organisasi (X2) 
Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Pelaporan e-SPT (Y)
0,300299 3,277798 Signifikan
Strategi Organisasi (X3) 
Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Pelaporan e-SPT (Y)
0,381320 4,836206 Signifikan
Budaya Organisasi (X4) 
Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Pelaporan e-SPT (Y)
0,152274 2,439788 Signifikan
Sumber: Data Primer diolah dengan SmartPls (2017)
1. Pengujian Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Pelaporan e-SPT
Hasil penelitian menurut aplikasi SmartPls menunjukkan bahwa hubungan
struktur organisasi dengan kepatuhanWajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT adalah
signifikan dengan T-statistik berada di atas 1,96 yakni sebesar 2,733630. Nilai
original estimate adalah positif yaitu sebesar 0,180768 yang menjelaskan bahwa
hubungan antara struktur organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam
Pelaporan e-SPT adalah positif. Dengan demikian, hipotesis H1 dalam penelitian
ini yang menyatakan bahwa “struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan
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Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT” diterima. Maka, penelitian ini dapat
menyimpulkan bahwa struktur organisasi yang baik mempengaruhi kepatuhan
Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT.
2. Pengujian Pengaruh Prosedur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak dalam Pelaporan e-SPT
Hasil penelitian menurut aplikasi SmartPls menunjukkan bahwa hubungan
prosedur organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT
adalah signifikan dengan T-statistik berada di atas 1,96 yakni sebesar 3,277798.
Nilai original estimate adalah positif yaitu sebesar 0,300299 yang menjelaskan
bahwa hubungan antara prosedur organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak
dalam Pelaporan e-SPT adalah positif. Dengan demikian, hipotesis H1 dalam
penelitian ini yang menyatakan bahwa “prosedur organisasi berpengaruh terhadap
kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT” diterima. Maka, penelitian ini
dapat menyimpulkan bahwa prosedur organisasi yang baik sangat mempengaruhi
kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT.
3. Pengujian Pengaruh Strategi Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Pelaporan e-SPT
Hasil penelitian menurut aplikasi SmartPls menunjukkan bahwa hubungan
strategi organisasi dengan kepatuhanWajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT adalah
signifikan dengan T-statistik berada di atas 1,96 yakni sebesar 4,836206. Nilai
original estimate adalah positif yaitu sebesar 0,381320 yang menjelaskan bahwa
hubungan antara strategi organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam
Pelaporan e-SPT adalah positif. Dengan demikian, hipotesis H1 dalam penelitian
ini yang menyatakan bahwa “strategi organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan
Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT” diterima. Maka, penelitian ini dapat
menyimpulkan bahwa strategi organisasi yang baik sangat mempengaruhi
kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT.
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4. Pengujian Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Pelaporan e-SPT
Hasil penelitian menurut aplikasi SmartPls menunjukkan bahwa hubungan
budaya organisasi dengan kepatuhanWajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT adalah
signifikan dengan T-statistik berada di atas 1,96 yakni sebesar 2,439788. Nilai
original estimate adalah positif yaitu sebesar 0,152274 yang menjelaskan bahwa
hubungan antara budaya organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam
Pelaporan e-SPT adalah positif. Dengan demikian, hipotesis H1 dalam penelitian
ini yang menyatakan bahwa “budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan
Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT” diterima. Maka, penelitian ini dapat
menyimpulkan bahwa budaya organisasi yang baik mempengaruhi kepatuhan
Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT.
1.18Pembahasan
1.18.1.1. Pengujian Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hubungan antara struktur
organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan dengan T-statistik
berada di atas 1,96 yakni sebesar 2,733630. Nilai original estimate adalah positif
yaitu sebesar 0,180768 yang menjelaskan bahwa hubungan antara struktur
organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah positif.
Nasucha (2004:169-177) menyatakan bahwa dimensi pertama dalam
penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah struktur organisasi.
Unsur yang saling berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan
hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah,
pendistribusian wewenang diantara posisi administratif, dan jaringan komunikasi
formal merupakan ciri dari struktur organisasi yang baik. Perbaikan struktur
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organisasi pada sistem administrasi perpajakan modern berdasarkan atas
paradigma pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas antara Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
Berikutnya adalah penyempurnaan dari Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu
yang dikendalikan oleh case manajemen system dan workflow system dimana
sistem tersebut mengacu pada otomasi kantor dalam hal pelayanan, pengawasan,
pelaksanaan tugas, serta pelaporan. Transparansi pelayanan dan pemenuhan
kewajiban perpajakan melalui taxpayers account dan yang terakhir adalah
pembentukan Komite Kode Etik untuk mengawasi tugas pelayanan dan
pemeriksaan.
Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Hernaningsih (2015), Muslimin
(2015), Madewing (2013), dan Fasmi dan Misra (2012) menyatakan bahwa
struktur organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbaikan
struktur organisasi berupa pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas
antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak,
dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak menjadi motor penggerak dari Direktorat
Jederal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak.
1.18.1.2. Pengujian Pengaruh Prosedur Organisasi terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hubungan antara prosedur
organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan dengan T-statistik
berada di atas 1,96 yakni sebesar 3,277798. Nilai original estimate adalah positif
yaitu sebesar 0,300299 yang menjelaskan bahwa hubungan antara prosedur
organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah positif.
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Menurut Nasucha (2004:169-177) dimensi kedua dalam penerapan sistem
modernisasi administrasi perpajakan adalah prosedur organisasi. Prosedur
organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan,
pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur
organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.
Perbaikan prosedur organiasi dalam penerapan sistem modernisasi administrasi
perpajakan antar lain dengan penerapan Account Representative yang
bertanggung jawab secara khusus melayani dan mengawasi administrasi
perpajakan. Berikutnya adalah penyederhanaan prosedur administrasi dan
meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak, serta
sistem komputerisasi untuk memberikan dukungan teknologi informasi modern
dalam memberikan pelayanan dan pengawasan.
Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Hernaningsih (2015), Muslimin
(2015), Madewing (2013), dan Fasmi dan Misra (2012) menyatakan bahwa
prosedur organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini
menunjukkan bahwa perbaikan prosedur organisasi berupa penerapan Account
Representative yang memiliki tanggung jawab khusus, penyederhanaan prosedur
administrasi peningkatan standar waktu dan kualitas pelayanan pajak memiliki
peran yang besar dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
1.18.1.3. Pengujian Pengaruh Strategi Organisasi terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hubungan antara strategi
organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan dengan T-statistik
berada di atas 1,96 yakni sebesar 4,836206. Nilai original estimate adalah positif
yaitu sebesar 0,381320 yang menjelaskan bahwa hubungan antara strategi
organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah positif.
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Menurut Nasucha (2004:169-177) strategi organisasi merupakan dimensi
ketiga dalam penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan. Strategi
organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang
bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang
ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Strategi
berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.
Perubahan strategi yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak meliputi sensus
pajak nasional, kampanye sadar dan peduli pajak, serta simplifikasi administrasi
perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT-nya.
Pengembangan mekanisme internal quality control atas pelaksanaan pelayanan
dan pemeriksaan perpajakan dan perancangan atas investasi administrasi
perpajakan modern juga dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Hernaningsih (2015), Muslimin
(2015), Madewing (2013), dan Fasmi dan Misra (2012) menyatakan bahwa strategi
organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa perbaikan strategi organisasi berupa sosialisasi
perpajakan dan simplifikasi administrasi perpajakan terbukti dapat mendorong dan
mempermudah Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.
1.18.1.4. Pengujian Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hubungan antara budaya
organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan dengan T-statistik
berada di atas 1,96 yakni sebesar 2,439788. Nilai original estimate adalah positif
yaitu sebesar 0,152274 yang menjelaskan bahwa hubungan antara budaya
organisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah positif.
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Dimensi keempat dalam penerapan modernisasi sistem administrasi
perpajakan adalah budaya organisasi (Nasucha, 2004:169-177). Budaya
mengandung pengertian sebagai seperangkat kepercayaan, nilai, dan pola
perilaku bersama yang diterima oleh sekelompok orang. Budaya organisasi
didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang
berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya.
Perbaikan budaya organisasi paling signifikan yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak adalah melalui program pemerintahan yang bersih dan berwibawa
(good governance). Tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dicirikan oleh
adanya kode etik pegawai Dirjen Pajak. Langkah-langkah dalam menyiapkan good
governance itu yakni dengan menerapkan kode etik terhadap seluruh pegawai
Direktorat Jenderal Pajak, pembentukan Komite Kode Etik, meningkatkan
efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan dan
kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional, dan Penyiapan SDM yang
berkualitas dan profesional, antara lain melalui pelaksanaan fit and proper test
secara ketat, penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas dan
kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan, dan program pengembangan
self capacity, reward and punishment, reformasi moral, dan etika.
Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Hernaningsih (2015), Muslimin
(2015), Madewing (2013), dan Fasmi dan Misra (2012) menyatakan bahwa budaya
organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini
menunjukkan bahwa perbaikan budaya organisasi berupa penerapan Tata
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) memacu pegawai
untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemeriksaan perpajakannya yang
terpicu oleh sistem reward and punishment, yang tentunya memiliki pengaruh





Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh modernisasi sistem
administrasi perpajakan yang terdiri atas struktur organisasi, prosedur organisasi,
strategi organisasi, dan budaya organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam
pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Berdasarkan
hasil analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut.
1. Struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
dalam pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.
2. Prsedur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
dalam pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.
3. Strategi organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
dalam pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.
4. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
dalam pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.
1.20Saran
Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan
menambahkan faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap
kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT, seperti misalnya pengaruh
atas reformasi kebijakan, yaitu amandemen atas undang-undang
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perpajakan serta pemberian stimulus fiskal terhadap kepatuhan Wajib
Pajak dalam pelaporan e-SPT ataupun pengaruhnya terhadap kepatuhan
Wajib Pajak dalam pelaporan dengan menggunakan e-filling.
2. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan penelitian sebelumnya
dengan mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang
lain, serta menambah lokasi tempat penelitian.
3. Disarankan juga bagi peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah
responden Wajib Pajak Badan mengingat banyaknya populasi dari Wajib
Pajak Badan.
1.21Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dari penelitian ini adalah responden dalam penelitian ini
hanya Wajib Pajak Badan, sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku
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PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN e-SPT
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG
Yth. Bapak/Ibu Wajib Pajak
di Lingkungan KPP Pratama Magelang
Dengan hormat,
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi, saya mahasiswa S1 Universitas
Hasanuddin ingin meminta bantuan dari Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner
penelitian dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Magelang.” Kami berharap kuesioner dapat diisi dengan jujur dan
benar. Data pribadi dan jawaban responden kami jaga kerahasiaannya sesuai
dengan kode etik penelitian.








Pernyataan di bawah ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para Wajib Pajak
atas pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Magelang. Bapak/ Ibu dimohon untuk dapat menjawab setiap pernyataan dengan
keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan
hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pernyataan dilakukan dengan
memberikan tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang diberikan merupakan
jawaban yang paling memiliki kondisi yang ada pada tempat Bapak/ Ibu bekerja.











1 2 3 4 5
Data Perusahaan
1. Nama Perusahaan : ………...………………………………………………
*boleh diisi/tidak
2. Tahun berdiri : ………...………………………………………………






1. Nama Bapak/Ibu : ………...………………………………………………
2. Jenis Kelamin :
a. Laki-laki b. Perempuan
3. Usia : ………...………………………………………………












KUESIONER MENGENAI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN
Sistem administrasi perpajakan modern terdiri atas empat subvariabel yaitu
struktur organisasi, proses bisnis serta teknologi informasi dan komunikasi,
penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan good governance.
No PERNYATAAN STS TS KS S SS
Struktur Organisasi xxx xxx xxx xxx xxx
1. Struktur organisasi pada KPP modern
telah berubah menjadi berdasarkan
fungsi memudahkan pelayanan bagi
Wajib Pajak.
2. Pengembangan Sistem Administrasi
Perpajakan Terpadu (SAPT)
memudahkan administrasi bagi Wajib
Pajak.
3. Sistem monitoring pelaporan rutin
melalui rekening Wajib Pajak
meningkatan transparansi pelayanan
perpajakan bagi Wajib Pajak
4. Standar Kinerja Pegawai Pajak telah
dilaksanakan sehingga meningkatkan
kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak
Prosedur Organisai
5. Account Representatif telah melakukan
tugasnya dengan baik yaitu
bertanggung jawab secara khusus
melayani dan mengawasi administrasi
perpajakan bagi Wajib Pajak.
6. Penyederhanaan prosedur administrasi
meningkatkan kualitas dan
mempersingkat waktu yang dibutuhkan
dalam pelayanan bagi Wajib Pajak.
7. Dukungan teknologi informasi modern
dan sistem komputersasi meningkatkan
kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak.
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No PERNYATAAN STS TS KS S SS
8. Intensitas volume pelayanan dan
pemeriksaan bagi Wajib Pajak telah
berjalan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Strategi Organisasi
9. Direktorat Jenderal Pajak telah
melakukan Sensus Pajak Nasional,
yaitu dengan kegiatan pengumpulan
data mengenai kewajiban perpajakan
dalam rangka memperluas basis pajak
dengan mendatangi subjek pajak.
10. Kampanye sadar dan peduli pajak telah
dilakukan dengan baik sehingga
meningkatkan kesadaran dan
keperdulian Wajib Pajak dalam
membayar dan melaporkan SPTnya.
11. Simplifikasi administrasi perpajakan
memberikan kemudahan bagi Wajib
Pajak sehingga pelayanan tidak
berbelit dan tidak terlalu banyak
birokrasi yang harus dilalui.
12. Kualitas pelayanan yang telah
dikembangkan melalui mekanisme
internal quality control memberikan
peningkatan dari segi pelayanan bagi
Wajib Pajak.
Budaya Organisasi
13. Penerapan kode etik di lingkungan
pegawai pajak meningkatkan efektifitas
dan efisiensi dalam pelayanan bagi
Wajib Pajak.
14. Aparat pajak memberikan pelayanan
yang sama terhadap semua Wajib
Pajak (tanpa memandang besar
kecilnya pajak terutang).
15. Adanya kejujuran aparat pajak
(ketepatan dan ketegasan dalam
penerapan Undang-Undang/peraturan)
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KUESIONER TERKAIT DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan kepatuhan untuk mendaftarkan diri,
melaporkan e-SPT, menghitung pajak, membayar dan membukukan.
No PERNYATAAN STS TS KS S SS
1. Pihak internal maupun eksternal
mendorong saya untuk mematuhi
ketentuan pajak.
2. Saya merasa bersalah ketika saya
melakukan ketidakpatuhan pajak
3. Menurut saya ketidakpatuhan pajak
merupakan tindakan yang melanggar
prinsip hidup saya.
4. Tersedia perpustakaan pajak yang
memadai untuk menambah
pengetahuan mengenai perpajakan
5. Tersedia sistem informasi yang handal
untuk penyusunan laporan keuangan
dan perpajakan
6. Sistem reward dan punishment
diterapkan dengan baik pada Wajib
Pajak, sehingga ada motivasi untuk
memenuhi kewajiban perpajakan.
7. Dalam memenuhi kewajiban
perpajakan, saya mempertimbangkan




8. Wajib Pajak patuh menyerahkan SPT
yang sekarang dipermudah dengan
adanya e-SPT secara rutin.
9. Wajib Pajak patuh membayar dan
melaporkan pajak secara rutin.
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10. Kemudahan yang diperoleh semenjak
adanya modernisasi perpajakan
terutama pada pengisian atau
pelaporan SPT secara manual yang
beralih pada sistem e-SPT.
11. Sosialisasi mengenai e-SPT sudah
diperoleh oleh Wajib Pajak secara
merata dan maksimal.
12. Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib
Pajak secara sukarela ke Kantor
Pelayanan Pajak.
13. Saya selalu mengisi Surat
Pemberitahuan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan
melaporkannya dengan tepat waktu,
terlebih lagi sekarang ada kemudahan
yang diberikan melalui sistem e-SPT.
14. Saya menyampaikan Surat
Pemberitahuan ke kantor pajak dengan
tepat waktu sebelum batas akhir
penyampaian Surat Pemberitahuan,
terlebih lagi sekarang ada kemudahan
yang diberikan melalui sistem e-SPT.
15. Saya selalu menghitung pajak yang
terutang dengan benar dan
membayarnya dengan tepat waktu.
16. Dengan adanya pengawasan yang
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak
akan meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak dalam membayar pajak.
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17. Aparatur pajak telah memungut pajak
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
18 Saya telah menyampaikan Surat
Pemberitahuan dengan lengkap dan
benar sesuai dengan kebutuhan
perpajakan, terlebih lagi sekarang ada
kemudahan yang diberikan melalui
sistem e-SPT.
Saran atau komentar Bapak/ Ibu mengenai pengaruh penerapan Modernisasi
Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam
















Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi
kuesioner secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan dan penulisan kuesioner
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Lampiran 3
Hasil Uji Validitas Konvergen Awal
AVE Communality R-Square Redudancy
Struktur
Organisasi (X1) 0,438543 0,756577
Prosedur
Organisasi (X2) 0,432292 0,751718
Strategi
Organsiasi (X3) 0,462210 0,773230
Budaya
Organisasi (X4) 0,531478 0,772721
Kepatuhan








































































Gambar Hasil Uji Validitas Konvergen
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Lampiran 5
Hasil Uji Validitas Konvergen
AVE Communality R-Square Redudancy
Struktur
Organisasi (X1) 0,690178 0,690178
Prosedur
Organisasi (X2) 0,742212 0,742212
Strategi
Organsiasi (X3) 0,724204 0,724204
Budaya
Organisasi (X4) 0,758007 0,758007
Kepatuhan








































































Gambar Hasil Uji Validitas Konvergen
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Lampiran 7


















SO1 0,836972 0,708628 0,750416 0,620621 0,753138
SO2 0,825935 0,669435 0,703366 0,708236 0,719906
SO3 0,806139 0,759548 0,690760 0,699397 0,738399
SO4 0,853324 0,713854 0,721218 0,689799 0,751704
PO1 0,774236 0,849786 0,783031 0,740172 0,802229
PO2 0,716365 0,869429 0,804288 0,708692 0,810418
PO3 0,713587 0,877237 0,763648 0,692135 0,803852
PO4 0,755181 0,849271 0,766762 0,650264 0,766266
TO1 0,726691 0,740729 0,832572 0,644394 0,790732
TO2 0,770878 0,798979 0,858869 0,728890 0,822608
TO3 0,699841 0,756806 0,842534 0,691224 0,759288
TO4 0,736798 0,782194 0,869552 0,711089 0,801856
BO1 0,693374 0,679784 0,702822 0,857316 0,714420
BO2 0,696041 0,691578 0,720572 0,883147 0,759299
BO3 0,745148 0,744817 0,707442 0,871252 0,757040
KP01 0,726603 0,764905 0,734043 0,687548 0,788730
KP02 0,713485 0,767566 0,765651 0,680304 0,829134
KP03 0,733544 0,706113 0,734551 0,725638 0,807301
KP04 0,769454 0,783832 0,805409 0,741820 0,854022
KP05 0,610282 0,673203 0,715097 0,571127 0,761967
KP06 0,769381 0,767898 0,766071 0,705113 0,815146
KP07 0,711726 0,767482 0,713617 0,674966 0,804299
KP08 0,697048 0,704611 0,731759 0,666519 0,781443
KP09 0,714839 0,715872 0,768993 0,645457 0,816718
KP10 0,616455 0,638271 0,644185 0,615813 0,697625
KP11 0,694130 0,677877 0,732211 0,664129 0,770931



















KP13 0,731967 0,751216 0,799479 0,702430 0,818604
KP14 0,731019 0,832906 0,797999 0,756914 0,840767
KP15 0,727527 0,723251 0,710076 0,656874 0,790964
KP16 0,762806 0,717088 0,749395 0,680683 0,781518
KP17 0,616729 0,676177 0,686486 0,626248 0,729245
KP18 0,668839 0,766581 0,698722 0,651419 0,774033
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Lampiran 8
Gambar Hasil Uji Hipotesis
